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A. Manajemen Sumberdaya Manusia 
1. Hakikat Manajemen Sumberdaya Manusia 
Secara konseptual manajemen adalah proses sistematis untuk 
mencapai tujuan melalui fungsi-fungsi planning, implementation, 
supervisor, dan controll. Simamora, (2001) mengemukakan bahwa 
MSDM memfokuskan pembahasan pada pengorganisasian sumberdaya 
manusia (SDM). Tugas utama MSDM adalah untuk mengelola unsur 
manusia secara baik melalui proses kepemimpinan (leadership process) 
agar diperoleh kinerja SDM dalam menjalankan fungsi dan tugasnya 
dalam organisasi. 
Menurut Desler MSDM merupakan suatu pendekatan terhadap 
manusia dengan mengacu pada empat prinsip dasar, yaitu: sumberdaya 
manusia merupakan aset yang sangat penting dari suatu organisasi, 
keberhasilan dari suatu organisasi hanya dapat dicapai jika peraturan atau 
kebijakan dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari organisasi 
tersebut saling berhubungan dan memberikan sumbangan terhadap 
pencapaian tujuan organisasi, kultur dan nilai perusahaa suasana 
organisasi dan perilaku manajerial yang berasal dari kultur tersebut akan 
memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian yang terbaik, 









2. Peran Strategis Manajemen Sumberdaya Manusia 
Svadova dan Silke yang dikutip oleh Rivai mengatakan bahwa 
peranan manajemen terhadap aspek sumberdaya manusia harus dikelola 
dengan baik, sehingga kebijakan dan praktik dapat berjalan sesuai yang 
diinginkan perusahaan, yakni: melakukan bisnis jabatan, perencanaan  
kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja, menyeleksi calon 
pekerja, memberikan pengenalan, melakukan evaluasi, 
mengkomunikasikan, memberikan penyuluhan, gerakan disiplin kerja.
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Peranan sumberdaya manusia dapat dilihat sebagai berikut:
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a. Melakukan analisis jabatan. 
b. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan rekrutmen. 
c. Menetapkan upah, gaji dan cara memberikan kompetensi, meberikan 
insentif. 
d. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, mutasi, 
pensiun dan pemberhentian. 
e. Mengatur program pendidikan, latihan dan penilaian prestasi 
karyawan. 
f. Membangun komitmen kerja. 
                                                          
1
 Sanusi Hamid, “Manajemen Sumber daya Manusia Lanjutan”, (Yogyakarta: 
Deepublish,2014), hal 26-31 
2
 Sanusi Hamid, “Manajemen Sumber daya Manusia Lanjutan”, (Yogyakarta: 
Deepublish,2014), hal 26-31 
3






3. Tujuan Sumberdaya Manusia 
Tujuan MSDM yaitu untuk meningkatkan dukungan sumberdaya 
Manusia dalam usaha meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka 
mencapai tujuan. Secara lebih operasional (dalam arti yang dapat diamati/ 
diukur) untuk meningkatkan produktivitas pegawai, mengurangi tingkat 
absen, mengurangi tingkat perputaran kerja, atau meningkatkan loyalitas 
para pegawai pada organisasi. 
Untuk mencapai tujuan haruslah membutuhkan sumberdaya 
manusia. Kegiatan atau aktivitas MSDM secara umum dapat di 
kategorikan menjadi empat, yaitu:
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a. Persiapan dan pengadaan 
Kegiatan persiapan dan pengadaan meliputi banyak kegiatan, di 
antaranya adalah kegiatan analisis jabatan, yaitu kegiatan untuk 
mengetahui jabatan-jabatan, yaitu kegiatan untuk mengetahui jabatan-
jabatan yang ada dalam organisasi beserta tugas-tugas yang ada dalam 
organisasi beserta tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan yang 
harus dimilik oleh pemegang jabatan tersebut dan lingkungan kerja di 
mana aktivitas tersebut dilakukan. Untuk dapat melakukan berbagai 
kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran, manajemen sumberdaya 
manusia sudah barang tentu harus mengetahui keseluruhan tugas yang 
ada dalam organisasi.  
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Sebagai landasan kegiatan dilakukan perencanaan sumberdaya 
manusia, yaitu memprediksi dan menentukan kebutuhan tenaga kerja 
pada masa sekarang dan yang akan datang, baik jumlnya maupun 
keahliannya atau jenisnya. Rencana sumberdaya manusia akan 
menunjukkan jumlah yang akan direkrut dan kapan dilakukan 
rekrutmen untuk menarik calon pegawai yang berpotensi untuk 
mengisi jabatan. 
b. Pengembangan dan penilaian 
Pengembangan dan penilaian ini digunakan untuk 
meningkatkan produktivitas pegawai akibat perubahan-perubahan 
yang terhjadi dalam lingkungan kerja. Adanya penilaian bertujuan 
untuk melihat kerja pegawai sesuai dengan yang diharapkan, dan 
memberikan umpan balik untuk meningkatkan kemampuan dan 
kinerja. 
c. Pengkompensasian dan perlindungan 
Untuk mempertahankan dan memelihara semangat kerja dan 
motivasi, para pegawai diberi kompensasi dan beberapa kenikmatan 
atau keuntungan lainnya dalam bentuk program-program 
kesejahteraan. Hal ini disebabkan pegawai mengingikan balas jasa 
yang layak sebagai konsekuensi pelaksanaan pekerjaan. Selain itu juga 
untuk melindungi pegawai dari akibat buruk yang mungkin timbul dari 
pelaksanaan pekerjaan, serta untuk menjaga kesehatan pegawai. 





Hubungan-hubungan kepegawaian meliputi usaha untuk 
memotivasi pegawai, memberdayakan pegawai, yang dilakukan 
melalui penataan pekerjaan yang baik, meningkatkan disiplin pegawai 
agar mematuhi aturan, kebijakan-kebijakan yang ada, dan melakukan 
bimbingan-bimbingan. Agar kegitan dapat terlaksana dengan baik, 
efektif dan efisien maka perlu adanya pengorganisasian, pengarahan, 
pengawasan, dan lain sebagainya. 
4. Indikator – indiktor Manajemen Sumberdaya Manusia 
Perubahan peran manusia menjadi aset sebuah organisai telah 
mengubah praktek manajemen SDM untuk menghasilkan karyawan yang 
lebih profesional. Kondisi ini terjadi akibat adanya perubahan yang terjadi 





a. Lingkungan eksternal 
Lingkungan eksternal terdiri dari kondisi sosial, politik, 
hukum, perkembangan ekonomi dan tekanan persaingan. Hal ini 
didorong oleh globalisas dimana perkembangan teknologi mudah 
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b. Lingkungan internal 
Lingkungan internal ini memiliki aspek-aspek sebagai 
berikut: 
a) Jenis usaha atau organisasi, seperti sektor swasta, publik atau 
sukarela, serta manufaktur atau jasa. 
b) Ukuran organisasi, umumnya sangat menentukan kuantitas 
karyawan yang dipekerjakan. 
c) Usia atau kematangan organisasi, memengaruhi penentuan 
kualitas karyawan yang dibutuhkan. 
d) Teknologi atau kegiatan utama organisasi, menentukan bagaimana 
pekerja diatur, dikelola dan dilaksanakan. 
e) Tipe orang yang diperkerjakan, misalnya staf profesional, pekerja 
berpendidikan, teknisi, administrator, pekerja pabrik, staf 
penjualan, maupun customer service. 
f) Budaya organisasi, merupakan nilai, norma, kepercayaan, sikap, 
kebiasaan, dan asumsi yang ada pada organisasi, yang membentuk 
cara bertingkah laku orang-orang dalam organisasi dan bagaimana 
pekerjaan dilaksanakan. 
B. Upah  
1. Pengertian Upah 
Balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia disebut 
upah. Biasanya dibedakan upah nominal dan upah riil, upah nominal 





barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu. Upah dalam arti 
sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain 
dalam hubungan kerja. Di indonesia banyak orang yang berusaha sendiri 
dan tidak memperhitungkan “upah” untuk dirinya sendiri. Tetapi dalam 
analisis ekonomi, besar kecilnya balas karya mereka sebagai tenaga kerja 
seharusnya ikut diperhitungkan. 
Yang disebut dengan tingkat upah adalah taraf balas karya rata-rata 
yang berlaku umum dalam masyarakat untuk segala macam pekerjaan. 
Tingkat upah ini dapat diperhitungkan per jam, hari, minggu, bulan dan 
tahun.  
 Upah atau balas karya tenaga kerja ada dua segi yang penting: 
untuk pihak produsen, upah merupakan biaya produksi yang mesti 
ditekankan serendah mungkin tetapi untuk pihak karyawan upah 
merupakan sumber penghasilan bagi dirinya sendiri dan keluarganya, dan 
dengan demikian juga menjadi sumber pembelanjaan masyarakat. Tinggi 
rendahnya tingkat upah/gaji langsung menyangkut pribadi manusia, harga 
diri, dan statusnya dalam masyarakat, serta merupakan faktor penting yang 
menentukan taraf  hidup masyarakat sebagai keseluruhan. Oleh karena itu, 
masalah upah merupakan soal yang peka dan hangat dibicarakan.
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan 
yang selanjutnya disebut UUKK pada bab 1 pasal 1 angka 30 menyatakan 
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam betuk 
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uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 
kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tujangan 
bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang 
telah atau akan dilakukan.  
Pekerja menerima upah dari pemberi kerja adalah hak pekerja yang 
harus dipenuhi oleh pemberi kerja dan dilindungi undang-undang. Setiap 
pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melidungi 
pekerja/buruh agar pekerja dapat memnuhi kebutuhan hidup maupun 
keluarganya. 
Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah 
minmum dan kalau pengusaha tidak mampu membayar upah sesuai 
ketentuan maka pengusaha tersebut harus mengajukan penangguha, dan 
tatacara pengguhan pelaknaan upah minimum adalah memalalui 
Keputusan Menteri Tenaga Keja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-
231/MEN/2003. 
Pengusaha tidak boleh memperlakukan secara diskriminatif 
terhadap pembayaran upah pekerja/buruh laki-laki maupun perempuan 





tetang perlindungan Upah). Pengusaha tidak membayar upah bila pekerja 
tidak melakukan pekerjaan sesuai UUKK pasal 93 ayat 1.
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2. Macam-Macam Upah 
Masalah upah/ gaji umumnya merupakan masalah terpenting di 
antara sekian banyak masalah personalia. Setiap pemilik perusahaan 
biasanya berusaha mendapakan keuntungan sebesar-besarnya dengan 
tenaga yang diberikan karyawannya. Sebaliknya, setiap karyawan 
menghendaki upah/gaji atau penghargaan yang maksimal sebagai ganti 
tenaga dan pikiran yang dicurahkan untuk perusahaan. Oleh karena itu, 
penentuan upah/gaji haruslah dapat merangsang karyawan untuk 
menggerakkan segenap tenaga, pikiran da perhatiannya untuk keberhasilan 
sebuah perusahaan. 
Biasanya perusahaan kecil menentukan upah karyawan 
berdasarkan tingkat upah umum, yaitu tingkat upah pada perusahaan lain 
yang sejenis. Amun demikian banyak faktor lain yang perlu 
dipertimbangkan dalam menentukan besarnya upah/gaji karyawan, di 
antaranya pendidikan, pengalaman kerja, besarnya tanggung jawab dan 
risiko kerja, sifat pekerjaan, kemampuan perusahaan, serta situasi 
ekonomi. Selanjutnya, dapat dipertimbangkan lagi faktor prestasi dan 
produktivitas masing-masing karyawan. Meskipun demikian, umunya ada 
tiga sistem upah, yaitu sistem upah menurut waktu, upah menurut kesatuan 
hasil, borongan dan upah premi. 
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a. Sistem upah menurut waktu 
Besarnya sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja 
yaitu per jam, per hari, per minggu dan perbulan. Dengan sistem upah 
ini urusan pembayaran upah dapat di selenggarakan dengan mudah dan 
perhitungannya tidak menyulitkan. Namun, jika sistem upah ini 
dilaksanakan dengan murni, tidak ada perbedaaan antara karyawan 
yang rajin dan tidak sehingga dorongan untuk bekerja lebih baik tidak 
ada. 
b. Sistem upah menurut kesatuan hasil  
Sistem upah ini lazim digunakan pada perusahaan industri. 
jumlah upah yang diterima karyawan tergantung jumlah hasil 
(produksi) yang dicapai upah lebih tinggi. Akan tetapi, jika tidak 
dilakukan kontrol mutu yang ketat, akan dihasilkan mutu barang yang 
rendah. Untuk mengatsai hal ini dapat dilakukan penegendalian mutu 
secara cermat dan ditetapkan batasan upah minimal tanpa 
memperhatikan hasil kerjanya. Selain jumlah hasil, perlu memasukkan 
persyaratan mutu untuk menetapkan besarnya upah. 
c. Sistem upah borongan 
Sistem upah hasil sering berkembang menjadi sistem borongan 
yang akhir-akhir ini banyak diteukan di lapangan. Berkembangnya 
sistem ini karena perusahaan tidak perlu harus mencari dan meyeleksi 
para pekerja yang lebih mahal daripada upah harian. Nilai upah yang 





keseluruhan, perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih kecil 
karena bebas dari beberapa pembiayaan dan risiko. 
Serupa dengan sistem upah menurut kesatuan hasil, besarnya 
upah yag diterima sistem borongan ini ditentukan jumlah barang yang 
dihasilkan oleh seorang karyawan atau sekelompok karyawan. Untuk 
menjaga mutu hasil pekerja, ketentuan akan barang yang dihasilkan 
dari pekerja tersebut ditentukan lebih dahulu dan disepakati bersama, 
termasuk kondisi dan persyaratan kerja, perlengkapan yang digunakan 
dan cara bekerja. 
d. Sistem upah premi 
Teori mengenai upah premi yang di paparkan menurut Taylor, 
Emerso, Grantt, Bedeux, dan Rowan pada dasarnya sama, yaitu 
disediakan upah tambahan (premi) bagi karyawan yang bekerja lebih 
baik. Hanya saja, ukuran yang digunakan berbeda. 
Menurut Taylor, pertama kali menentukan standar kerja 
terlebih dahulu, yaitu jumlah hasil kerja per satuan waktu. Bagi 
karyawan yang dapat menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang 
sama dengan standar kerja, upah yang diberikan premi tertentu. Bagi 
yang kurang atau sama dengan standar kerja, upah yang diberikan 
adalah upah standar. Contohnya, perusahaan konveksi menetapkan 
standar kerja perbulan 150 potong dengan upah standar perpotong Rp 
5.000,00 dan upah maksimal Rp 6.000,00. Jika menghasilkan 150 





per potong. Namun jika menghasilkan lebih dari 150 potong perbulan 
karyawan akan mendapatkan upah per potong Rp 6.000,00 
Menurut Emerson, perlu menentukan stadar waktu untuk 
menyelesaikan satu unit hasil kerja, misalnya membutuhkan 8 jam 
untuk menyelesaikan sebuah meja kayu lapis. Setelah itu, menentukan 
upah standar per jam, misalnya Rp 5.000,00 perjam. Upah ini selalu 
ditambah dengan premi yang semakin kecil untuk tiap kenaikan jam 
kerja, misalnya, seorang karyawan mampu menyelesaikan sebuah meja 
tepat waktunya atau lebih cepat akan mendapatkan 30%. Setiap 
kenaikan waktu akan menurunkan premi 10% sehingga karyawan yang 
mampu menyelesaikan dalam 8,9, 10 dan 11 jam, masing-masing akan 
menerima upah tambahan dan yang terakhir tidak mendapatkan upah 
tambahan premi. 
Menurut halsey diberikan pada mereka yang dapat 
meyelesaikan tugas lebih cepat sebesar 50%  dari upah yang telah 
dihemat. Sementara itu menurut Bedeux, preminya sebesar 75%.
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3. Prosedur Pemberian Upah 
Dalam pemberian upah suatu perusahaan tentunya harus 
menentukan prosedur-prosedur dalam pemberian upah. Apabila prosedur 
tersebut diterapkan dalam perusahaan maka tujuan dari intern dari sebuah 
perusahaan adalah 1) untuk mengamankan kekayaan perusahaan dari 
pembayaran gaji yang tidak sah, 2) untuk menjamin ketelitian dan dapat 
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dipercaya catatan akuntansi tentang penggajian. Pentingnya kedua tujuan 
pokok tersebut sangatlah jelas.  
Penyelewengan dalam kegiatan penggajian kerapkali terjadi pada 
berbagai perusahaan. Beberapa bentuk penyelewengan yang sering 
dijumpai, ialah dengan menambahkan nama-nama karyawan-karyawan 
palsu dalam daftar gaji, dan uangnya akan diterima oleh pemalsu daftar 
tersebut. Bentuk kecurangan lain ialah memanipulasi (menambah) jam 
kerja karyawan, menggunakan tarif yang tidak diotorisasi pejabat yang 
berwenang, tetap mencantumkan nama karyawan yang sudah berhenti 
dalam daftar gaji, dan membuat check ganda (satu orang karyawan diberi 
lebih dari satu lembar check). 
Kegiatan penggajian meliputi empat prosedur yakni pengangkatan 




a. Pengangkatan pegawai 
Apabila seorang karyawan diangkat, maka bagian personalia 
akan mencatat berbagai informasi penting mengenai karyawan 
tersebut, yang meliputi data diri, status, tingkat gaji/upah, mutasi, dan 
sebagainya. Bagian personalia juga bertanggung jawab untuk 
mengotorisasi 1) perubahan tingkat upah, 2) pemberhentian pegawai. 
Pemberian otorisasi harus dilakukan secara tertulis, dan salah satu 
copy perubahan setiap status harus dikirim kebagian penggajian. 
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b. Pencatatan waktu kerja 
Karyawan harian atau karyawan yang upahnya dihitung 
berdasarkan tarif per jam, biasanya diwajibkan untuk mencatatkan 
waktu kerjanya dengan cara memasukkan timeclock. Waktu 
kedatangan dan waktu pulang akan dicatat secara otomatis apabila 
pegawai memasukkan kartu waktu kedalam mesin pencatat waktu 
yang disediakan perusahaan. 
c. Pembuatan daftar gaji 
Daftar gaji dibuat oleh bagian penggajian berdasarkan 2 
sumber berikut: 1) otorisasi dari bagian personalia dan 2) kartu waktu 
yang telah mendapat persetujuan. Berhubungan perhitungan gaji cukup 
rumit, kadang-kadang diperlukan petugas kedua, yang bekerja secara 
terpisah, untuk memeriksa perhitungan yang dilakukan petugas 
pertama. Daftar gaji yang telah diperiksa ditandatangi oleh kepala 
bagian penggajian. 
d. Pembayaran gaji 
Pembayaran gaji biasanya dilakukan oleh kasir dibagian 
keuangan. pembayaran dengan menggunakan cek dilakukan dengan 
maksud untuk mengurangi risiko kerugian akibat pencurian, dan demi 
kepraktisan. Agar tercipta pengendalian interen yang baik. Apabila 
pembayaran dilakukan dengan uang, maka diperlukan orang kedua 





untuk mendapatkan tandatangan penerimaan dari pegawai yang telah 
menerima amplop gajinya. 
4. Sistem Upah yang Berlaku di Indonesia 
Upah yang berlaku di Indonesia sangatlah beragam. Seperti, upah 
harian, upah mingguan dan upah gaji bulanan, namun, sistem pembayaran 
upah tergantung pada kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja, 
hubungan pemberian kerja dan penerima kerja serta upah minimum. 
a. Permintaan dan penawaran tenaga kerja 
Secara umum tingkat upah bisa dianalisis dengan hukum 
penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar 
daripada permintaannya, tingkat upah cenderung turun. Begitu pula 
sebaliknya. Di Indonesia, jumlah pencari kerja begitu banyak. Dalam 
hal ini, bisa kita katakan bahwa pencari kerja adalah orang yang 
menawarkan jasa untuk bekerja, sedangkan pemberi kerja adalah 
pihak yang meminta jasa dari pencari kerja. 
Karena penawaran tenaga kerja begitu besar, sedangkan 
permintaan akan jasa pencari kerja jauh lebih rendah dibandingkan 
penawarannya, tingkat upah pun menjadi turun. Para pencari kerja rela 
menerima uph lebih kecil asalkan mereka dapat bekerja. Sebaliknya, 
jika permintaan akan pencari kerja lebih besar daripada penawara 
tenaga kerja,tingkat upah cenderung tinggi. Kondisi seperti ini banyak 
terjadi di negara-negara maju dengan jumlah penduduk yang rendah 





b. Kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja 
Permintaaan dan penawaran tenaga kerja bertemu pada saat 
wawancara seleksi kerja. Dalam wawancara ini, pemberi kerja dan 
pencari kerja lazimnya melakukakn tawar-menawar tentang jam kerja 
dan upahnya. Pada umumnya, pekerja di Indonesia memiliki posisi 
tawar yang rendah dalam kesepakatan tentang upah dan jam kerja, 
yang terkait dengan sangat melimpahnya penawaran kerja. Bahkan 
ada di antara mereka yang bersedia menerima upah di bawah Upah 
Minimum Provinsi. 
Akan tetapi, tentu saja adakalanya pencari kerja memiliki 
posis tawar yang tinggi dan mendapatkaan tingkat upah yang tinggi. 
Dalam ilmu ekonomi terdapat konsep kelangkaan. Yaitu dimana 
semakin langka suatu sumberdaya, semakin tinggi nilainya. 
c. Upah Minimum 
Sebelum tahun 2000, di Indonesia menganut sistem 
pengupaha berdasarkan kawasan (regional). artinya, untuk kawasan 
yang berbeda, upah minimum yang harus diterima oleh pekerja 
juga berbeda. Ini didasarkan pada perbedaan biaya hidup pekerja di 
setiap daerah. Akan tetapi penentuan upah berdasarkan kawasan ini 
dirasakan masih belum cukur mewakili angka biaya hidup 
sebenarnya di tiap daerah. Untuk itu pemerintah melakukan 





Dengan adanya peraturan pemeritah No. 25 Tahun 2000 
tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai 
daerah otonom, maka pemberlakuan upah minimum regional 
(UMR) berubah menjadi upah minimum provinsi (UMP) atau 
pengupahan minimum kabupaten atau kota. Dengan adanya 
pengaturan baru ini, provinsi-provinsi di Indonesia mulai 
menyesuaikan upah minimum regional didaerah mereka.
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5. Indikator-Indikator Sistem Upah 
Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan 
konpensasi diterima oleh pekerja. kompensasi ini merupakan bayaran atau 




Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :
12
 
a. Menurut lamanya kerja 
Sistem upah menurut lamanya kerja biasa disebut sebagai 
upah berdasarkan waktu, yaitu pembayaran upah berdasarkan suatu 
anggapan bahwa dalam waktu yang sama, maka produktivitas kerja 
adalah sama, anggapan ini jelas kurang tepat, karena belum tentu tiap 
karyawan dalam waktu yang sama memperoleh hasil yang sama. Hal 
ini dapat saja disebabkan kemampuan karyawan yang mempunyai 
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prestasi kerja yang baik menyesuaikan dengan karyawan lain yang 
prestasinya lambat atau rendah. 
b. Menurut lamanya dinas 
Upah yang diperhitungkan lamanya dinas ini didasarkan pada 
masa kerja, karyawan dalam perusahaan. Pemberian upah ini 
bertujuan untuk memupuk kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. 
Pada umumnya pemberian upah ini beranggapan bahwa semakin 
meningkatnya pengalaman dan kemampuan karyawan tersebut dalam 
menetukan tugasnya, tetapi upah yang berdasarkan pada ukuran 
pengalaman dan kesetiaan serta kemampuan karena masa kerja 
seorang karyawan belum tentu menjamin prestasi kerjanya. Hal ini 
disebabkan mungkin selama bekerja pada perusahaan. Karyawan 
tersebut acuh tak acuh terhadap pekerjaanya atau mungkin juga 
karyawan telah lanjut usia, sehingga walaupun telah lama bekerja 
atau dinas dalam perusahaan produktivitas kerjanya rendah. 
c. Menurut produktivitas 
Sistem upah ini didasarkan pada kemampuan dari masing-
masing karyawan dalam berprestasi serta memberikan kesempatan 
pada karyawan yang mempunyai kemampuan kerja untuk 
meningkatkan produktivitas kerjanya. 
Pada umumnya upah ini menitik beratkan pada kuantitas, 





ini harus dijamin adanya kelancaran kerja. Sistem pengupahan 
merupakan kerangka bagaiman upah diatur dengan ditetapkan sistem.  
d. Menurut Kebutuhan 
Sistem upah ini berusaha menyesuaikan dengan besarnya 
kebutuhan karyawan beserta keluarganya. Sistem ini berdasarkan 
pada suatu anggapan bahwa apabila kebutuhan karyawan dan 
keluarganya terpenuhi, maka diharapakan karyawan dapat 
mencurahka seluruh tenaga dan pikirannya pada tugas yang menjadi 
tanggung jawabnya. Tetapi, sebenarnya anggapan ini kurang benar. 
Karena hal ini disebabkan oleh kebutuhan seseorang sangat 
relatif dan bervariatif dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 
kebutuhan karyawan tersebut sangat terbatas, sehingga dengan sistem 
upah minimpun belum dapat menjamin meningkatkan produktivitas 
karyawan. 
C. Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam 
1. Pengertian Upah dalam Ekonomi Islam 
Al-ijarah diambil dari bahasa arab yang berarti upah, sewa, jasa 
atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah 
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada beberapa definisi al 
ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fiqih. 
Menurut ulama hanafiah  al-ijarah adalah transaksi terhadap suatu 
manfaan dengan imbalan. Sedangakan syafi’iyah memiliki pendapat 





dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. 
Malikiyah berpendapat bahwa ijarah adalah perpindahan kepemilikan 
manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan 
kompensasi tertentu. Beradasakan definisi dari berbagai ulama, maka 
dapat disimpulkan bahwa al-ijarah adalah akad pemindahan hak pakai 
atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan, sewa 




Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad ijarah 
untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan 
tersebut dinamakan ajir atau tenaga kerja. 
Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:
14
 
a. Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada suatu orang 
untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja dengan 
orang lain selain orang yang memperkerjakan. 
b. Ajir (tenaga kerja) musyitarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih 
dari satu orang, sehingga mereka bersekutu dalam memanfaatkan 
tenaganya. 
Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak 
diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan 
dari perusahaan. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang 
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dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang 
dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan 
Menurut dewan penelitian perubahan nasional, upah adalah suatu 
penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja 
untuk suatu pekerjaan suatu jasa telah dan akan dilakukan, berfungsi 
sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan 
produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan 
menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan 
atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.
15
 
Upah atau ujrah dalam islam terbagi menjadi dua jenis yaitu:
16
 
a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan 
jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak 
yang memperikerjakan disebut dengan mustajir, pihak yang bekerja 
disebut ajir, dan upah yang dibayarkan disebut dengan ujrah. 
b. Ijarah yang berhungan dengan sewa aset atau properti, yaitu 
memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu 
kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini 
mirip dengan leasing (Sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang 
menyewa disebut mustajir, pihak yang menyewakan disebut mu’jir 
dan biaya sewa disebut dengan ujrah. 
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2. Syarat-Syarat Upah (Ujroh) 
Syarat-syarat ujroh yang mentrasaksikan suatu pekerja atas seorang 
pekerja atau buruh harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:
17
 
a. Pekerja yang diminta dikerjakan adalah pekerja yang mubah. Tidak 
sah transaksi pekerjaan pada sesuatu yang tidak mubah, seperti 
khamar. 
b. Upah harus berupa harta yang diketahui jelas jenis dan ukurannya 
karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi 
ujroh. 
c. Upah harus suci, dapat diserahkan dan dimiliki oleh peminta 
pekerjaan. 
d. Pekerja menyelesaikan yang diminta dan menyerahkannya kepada 
yang menyuruhnya. 




a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan 
ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah. 
b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu 
yang telah ditentukan dalam akad. 
c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya dan keluarganya. 
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d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga.  
e. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya 
barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan 
atau sejenisnya. 
f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang 
penggantu tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh 
diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap. 
3. Dasar Hukum Pemberian Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam 
Pada dasarnya ijarah adalah akad yang berbentuk sewa menyewa 
maupun upah mengupah. Akad ijarah tidak jauh berbeda dengan akad-
akad muamalah lainnya seperti mudharabah, musyarakah, musaqah, 
gadai, jual beli dan lain sebagainya yang memiliki hukum asal mubah 
(boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya.
19
 Akad ijarah adalah akad 
yang termasuk dalam akad yang dapat memenuhi hajat kebutuhn kedua 
belah pihak, layaknya akad mudharabah dan akad musaqah. Sehingga 
Allah tidak mensyariatkan akad-akad kecuali untuk kemaslahatan para 
hambanya dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan mereka.
20
 
Pendapat jumhur ulama tentang diperbolehkannya ijarah, 
berdasarkan Al-Qur’an, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 233, yang 
berbunyi: 
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اَِذَسلَْمتُْم َواِْن اََزْدتُْم اَْن تَْستَْسِضُعىآ اَْوالََدُكْم فَََلُجنَاَح َعلَْيُكْم 
۝َواتَّقُىاهللاَ َوْعلَُمىآاَنَّ هللاَ بَِما تَْعَملُْىَن بَِصيس   َمآاَتَْيتُْم بِاْلَمْعُسِف    
Artinya: “ Dan jika kamu ingin menyusukan anak-anakmu pada orang lain 
juga tidak berdosa jika kamu membayar dengan cara yang layak. Dan 




Ayat diatas menjelaskan tentang diperbolehkannya akad ijarah. 
Dengan menyewa jasa orang lain dengan memberikan upah dengan layak. 
Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan 
mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan islam 
tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. 
Sebagaimana didalam Al-Qur’an juga dianjurkan untuk bersikap adil 
dengan menjelaskan keadilan itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Swt 
dalam surat Al-A’raf ayat 181, yang berbunyi: 
ة  يَْهُرْوَن بِا ْلَحقِّ َوبِِه يَْعِدلُْىنَ  ْه َخلَْقنَآ اُمَّ ۝َوِممَّ  
 
Artinya: “Dan diantara umat yang Kami ciptakan ada segolongan yang 
memimpin manusia dengan yang hak itu, (pada jalan yang benar) dan 




Hak merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya 
kewajiban yang utama bagi majikan adalah upah. Upah yang diberikan 
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kepada seseorang selain seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan 
yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi 
pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.
23
 
4. Indikator Pemberian Upah Islami 
Menurut Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung beberapa cara 




a. Upah menurut kebutuhan yaitu layak bermakna cukup sandang pengan 
papan. 
Upah atau ujrah menurut kebutuhan yaitu cara ini 
menunjukkan bahwa upah pada karyawan di dasarkan pada tingkat 
urgendi kebutuhan hidup yang layak dari karyawan. Ini berarti upah 
yang diberikan adalahwajar apabila dapat dipergunakan adalah wajar 
apabila dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang layak 
sehari-hari, tidak kelebihan. Namun juga tidak berkekurangan. Hal 
seperti ini masih memungkinkan karyawan utk dapat bertahan dalam 
perusahaan atau organisasi. 
b. Upah menurut keadilan yaitu bermakna proporsional. 
Upah menurut keadilan yaitu adil bermakna proporsional 
yaitu upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang 
dilakukan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad 
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(perjanjian) dan komitmen melakukannya. Akad dalam industrial 
relation terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja 
dipekerjakan. Harus jelas dahulu bagaimana gaji yang akan diterima 
oleh pekerja.perjanjian tersebut meliputi besarnya gaji dan tata cara 
pembayaran gaji. 
c. Upah menurut ketepatan waktu pembayaran upah 
Upah menurut ketepat waktu pembayaran upah yaitu 
kewajiban perusahaan memberi gaji atas hak kerja karyawan yang 
diperolehnya secepat mungkin dan sesuai dengan perjanjian di awal. 
d. Upah menurut senioritas  
Upah menurut senioritas yaitu cara pengupahan ini didasarkan 
pada masa kerja atau senioritas karyawan yang bersangkutan dalam 
suatu organisasi. Dasar pemikirannya adalah karyawan senior. 
Menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi dari karyawan yang 
bersangkutan pada organisasi di mana mereka bekerja. Semakin senior 
seorang karyawan semakin tinggi loyalitasnya pada organisasi. 
D. Hasil Penelitian Terdahulu  
Pada melakukan penelitian, peneliti banyak memperoleh referensi , 
kajian, serta sumber dari berbagai pihak. Diantaranya dengan melihat 
penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan peneliti. 
Penelitian yang dilakukan oleh Farikha Nikmah yang berjudul “Sistem 
Pengupahan Pada UKM” Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Tahun 





secara wawancara, observasi dan dokumentasi, yang dilakukan di batik tulis 
celaket kota malang dengan informan adalah pemilik dan sebagai karyawan 
yang mewakili. Yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan kajian 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan menambah muatan materi, 
yaitu sistem pengubahan secara komputerisasi. Sehingga perlu dilakukan 
perombakan layout tempat, teknologi dan segala hal yang mendukung. Untuk 
analisa data dijabarkan dan diuraikan secara deskriptif sesuai dengan hasil 
amatan yang dilaksanakan, dengan landasan teori sebagai pembanding. Jadi, 
dapat disimpulkan bahwa upah merupakan kompensasi yang diterima 
karyawan sebagai hasil dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Pemberian 
upah masih sangat sederhana, dengan hanya melibatkan sedikit kurang 
memenuhi tujuan dari pemberian upah berdasarkan teori.
25
 
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Made Dwi Marini yang berjudul 
“Analisis Upah Pada Perusahaan Kerajinan Tangan Martaloka di Desa Banjar 
Tahun 2012, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hasil dari penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui 1) penerapan upah, 2) biaya upah tenaga kerja, 3) biaya 
produksi perunit, dan 4) tingkat ketercapaian volume produksi. Data yang 
dikumpulkan dengan dokumentasi dan wawancara, dianalisis dengan analisis 
deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) perusahaan martaloka 
menerapkan tiga sistem upah yaitu borongan, upah harian dan upah lembur. 
Upah borongan diterapkan pada proses produksi tahao pertama, upah harian 
diterapkan pada tahap kedua dan upah lembur diterapkan pada waktu tertentu, 
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saat perusahaan tidak mampu mencapa target produksi, 2) biaya tenaga kerja 
upah borongan sebesar Rp 15. 302. 366,67 /bulan, biaya tenaga kerja upah 
harian sebesar Rp 17.157.187,50 /bulan. 3) biaya produksi perunit dengan 
sistem borongan Rp 2.0711,24/unit, biaya produksi perunit dengan sistem 
upah harian Rp 2.324,13/unit dan 4) dengan diterapkan upah borongan tingkat 
pencapaian volume produksi meningkat sebesar 28.56%.
26
 
Penelitian selanjutnya oleh M. Mabruri Faozi, yang berjudul “Sistem 
Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Perspektif Ekonomi Islam”, 
Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui sistem pengupahan tenaga kerja di Home Industri Konveksi ABR 
dan untuk mengetahui sistem pengupahan tenaga kerja di Home Industri 
Konveksi ABR perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dan 
hasilnya, sisitem pengupahan tenaga kerja Home Industri Konveksi ABR 
menggunakan sistem pengupahan borongan yang dikombinasi dengan sistem 
upah menurut hasil, jumlah upah tenaga kerja dikaitkan dengan jumlah hasil 
produksi dikalikan dengan jumlah upah yang ditetapkan, ditambah upah 
lembur, tunjangan makan dan tunjangan THR. Jumlah upah yang diperoleh 
tidak sama karena adanya perbedaan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko 
pekerjaan, tanggung jawab dan jabatan pekerjaan. Secara aplikasinya sistem 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Putri Nuraini, yang berjudul “ 
Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru 
Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, 2018, Fakultas Agama Islam Universitas 
Riau Pekan Baru”. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem pengupahan yang 
tidak terlepas dari adanya keterkaitan antara pengusaha dengan para 
pekerja/buruh. Buruh yang bekerja sudah tentu mengharapkan upah dari hasil 
kerjanya, begitu juga dengan buruh bongkat muat di Pelabuhan Wira Indah 
Pekanbaru  yang berlokasi di Jalan Tanjung Batu Kelurahan Pesisir 
Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Riau. Permasalahan yang dibahas 
dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengupahan dan perspektif 
Ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan. Penelitian ini merupakan 
penelitian lapangan (field research). Analisa data bersifat deskriptif, setelah 
data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan 
diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa dengan menggunakan analisis 
kualitatif.sistem pengupahan buruh bongkar muat menggunakan sistem upah 
borongan perkapal. Dalam pengupahan ini tidak dapat standarisasi yang 
diterapkan oleh pelabuhan. Hal ini mengakibatkan para pekerja/buruh dalam 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Veronika Nugraheny Sri Lestari, 
yang berjudul “Sistem Pengupahan di Indonesia”,2017, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Dr. Soetomo, dengan hasil upah adalah hak pekerja/buruh 
yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 
pengusaha atau pemberian kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan 
dibayarkan menurut suatu perjanjian kesepakatan dan perundang-undangan 
termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga atas suatu pekerja 
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, 
dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 serta peraturan pelaksanaannya 
yang antara lain dituangkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja harus 
dipahami da dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan hubungan kerja. 
Hal ini disebabkan dalam perjanjian kerja merupakan dasar bagi masing-
masing pihak bila terjadi perselisihan dikemudian hari. Maka penyusunan 
perjanjian kerja yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
merupakan hal yang sangat penting dan strategis. 
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fuad Riyadi, dengan judul 
“Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam”,2015. Dengan hasil islam 
memberikan ketentuan dan tatanan tentang upah dan buruh. Syariah Islam 
bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan secara ekonomi tetapi juga 
persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, kedamaian dan kebahagiaan jiwa 
serta keharmonisan keluarga sosial.
29
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Achmad Fauzan, dengan judul 
“Esistensi Terselubung Buruh Helper Gudang PT Unirama Duta Niaga 
Sidoarjo Terhadap Sistem Pengupahan”, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. 
Dengan hasil penelitian ini menggambarkan dan mengidentifikasi adanya 
resistensi terselubung yang dilakukan oleh buruh helper gudang PT Unirama 
Duta Niaga Sidoarjo terhadap sistem Pengupahan. Sistem pengupahan yang 
berbeda yang diterapkan dalam perusahaan ini yang memuncukan resistensi 
buruh. Gerakan resistensi buruh ini dengan mencuri barang perusahaan, buruh 
bermalas-malasan, menjual kardus milik perusahaan, meminta uang 
bongkaran kepada para sopir, meminta uang atas penggantian barang yang 
rusak kepada para sopir, dan melanggar peraturan perusahaan. Resistensi 
terselubung buruh tergolong dalam kelompok semu dalam teori konflik Ralf 
Dahrendorf. Kajian pustaka penelitian ini menggunakan teori konflik dari Ralf 
dahrendorf. Pada teori konflik ini menerangkan bahwa dalam masyarakat 
industri terdapat beberapa konsep baru seperti dekomposisi modal, 
dekomposisi tenaga kerja dan munculnya kelas menengah baru dalam teori 
konflik Ralf Dahrendorf terdapat ororitas dan posisi. Distribusi wewenang dan 
otoritas yang berbeda membuat konflik muncul dalam masyarakat industri. 
dalam teori konflik ini juga membagi dua golongan kelompok dalam 
berkonflik yaitu kelompok Laten dan kelompok Manifes.
30
 
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Silviansyah Tri Maharani, 
dengan judul “ Analisis Sistem dan Prosedur Penggajian dan Pengupahan 
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dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Gaji dan Upah”, 
Fakultas Ilmu Administrasi. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sistem 
dan prosedur penggajian dan pengupahan PG Kebon Agung Malang dalam 
memenuhi unsur-unsur dan tujuan pengendalian intern sistem penggajian dan 
pengupahan masih belum efektif, hal ini ditandai dengan fungsi pencatatan 
waktu hadir untuk karyawan pelaksana tetap dan harian lepas pada bagian 
produksi yang belum terpisah dengan fungsi operasi. Kelemahan lainnya 
adalah ketidaksesuaian nama dengan isi pada salah satu dokumen, tidak 
terdapat suatu bagian sebagai staf audit intern, serta kurang maksimalnya 
penggunaan mesin facescan. Berdasarkan masalah tersebut, maka saran yang 
dapat diberikan adalah perusahaan dapat memberikan tambahan tugas kepada 
satpamdi masing-masing bagian untuk mengawasi penggunaan mesin 
facescanoleh karyawan, memaksimalkan penggunaan mesin facescan, 




Penelitian selanjutnya dilakukan oleh H. Zulkarnain Ibrahim, dengan 
judul “Hakekat Hukum Pengupahan dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan 
Sosial Pekerja, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya”, 2015, Fakultas 
Hukum. Dengan Hasil Nilai-nilai Pancasila, tercermin pada cita hukum yang 
nampak pada standar moral. Cita hukum tersebut merupakan suatu pola pikir 
yang mengandung kaedah-kaedah luhur menentukan arah dan tujuan hukum 
pengupahan dalam rangka mewujudkan masyarakat pekerja yang hidup 
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sejahtera. Hakekat Pancasila, cita hukum, dan moral tersebut, menjadi tolak 
ukur dari pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan sistem 




Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Septi Wulan Sari dengan judul “ 
Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten dan 
Hukum Ekonomi Islam, 2016, Jurnal Ahkam, dengan hasil pengupahan yang 
diterapkan oleh pengusaha bengkel las di Desa Tanjungsari menurut UMK 
Tulungagung, memberikan sistem upah harian maupun borongan telah sesuai 
dengan Upah Minimum Kabupaten. Dan berdasarkan Ekonomi Islam para 
pengusaha bengkel telah menjalankan prinsip dalam islam tersebut yakni 
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akan dilakukan. 
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waktunya 
 
E. Kerangka Berpikir 












Sistem pengupahan terdapat beberapa macam seperti Satuan hasil, 
Borongan dan Satuan Waktu,  tetapi pada usaha gula merah ini pemilik 
menggunakan sistem pengupahan borongan. Yang mana upah diberikan 
kepada pekerja sesuai dengan hasil produksi yang dihasilakan. 
 Pada dasarnya penelitian kualitatif dilakukan guna untuk mengetahi 
fenomena-fenomena dilapangan secara detail. Dalam penelitian ini, diperoleh 
beberapa teori mengenai sistem pengupahan yang dilakukan oleh suatu 
perusahaan agar terciptanya keadilan dalam hal pengupahan. 
Sistem pengupahan adalah salah satu hal penting yang digunakan dalam 
pengupahan suatu perusahaan. Sebab, upah digunakan sebagai balas jasa 
untuk tenaga kerja yang sudah memberikan mental serta hasil dari 
produktivitasnya. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana 










Sumbergempol. Untuk itu fokus permasalahan penelitian ini adalah sistem 
upah borongan. 
 
 
 
